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Abstract

GeneralBackgroundDigitalmarketinghasencouragedbusinessestoutilizeendorsementstrategies
as a promotional tool through social media, creating a legal relationship between businesses and
influencers governed by contracts. Specific Background This study evaluates the role of
endorsement agreements as a legal tool to support marketing strategy at PT Aliyan Jaya Perkasa
within the perfume trading sector. Knowledge Gap Previous research primarily emphasized legal
validity, good faith principles, and the binding force of contracts without explicitly assessing how
endorsementagreements functionas legal tools inmarketingstrategiesor theiroperational impacton
corporatemarketingperformance.AimsThis studyaims toevaluate theeffectivenessofendorsement
agreements as a legal tool to support corporate marketing strategy while protecting companies.
Results The findings indicate that endorsement agreements provide legal security for companies,
encourage influencer compliance with contractual terms, and help increase perfume product
marketing. Novelty This work combines contract law perspectives with digital marketing
performanceevaluationstodemonstratehowstructuredagreementsmanagecommercialcooperation
and dispute resolutions. Implications These findings establish that structured endorsement
agreements serve dual functions as effective marketing tools and legal mechanisms for protecting
corporate interests and managing compliance.

Highlights:

Endorsement contracts provide legal security for companies and encourage influencer
compliance with established promotional terms.

Structured agreements support product marketing expansion while establishing accountability
and protecting corporate brand images.

Graduated dispute resolution mechanisms, ranging from deliberation to contractual sanctions,
successfully address promotional discrepancies and violations.

Keywords: Endorsement Agreements, Legal Certainty, Marketing Strategy, Influencers, Perfume
Trading
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  I. Pendahuluan  
Dalam hukum perdata Indonesia, notaris adalah pejabat publik yang berwenang menerbitkan akta asli sebagai bukti tertulis
dengan kekuatan pembuktian penuh. Akta notaris asli memiliki kedudukan hukum yang tinggi dan sering digunakan sebagai
dasar penyelesaian sengketa di pengadilan, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Ketentuan UU Notaris
(UUJN) yang mewajibkan akta dibuat sesuai dengan bentuk dan prosedur hukum yang berlaku memberikan kedudukan yang
kuat pada akta asli. Dalam litigasi perdata, akta yang diterbitkan oleh notaris yang memenuhi persyaratan formal akan
sepenuhnya dapat diterima sebagai bukti. [1]

Namun, masalah administratif sering muncul selama proses pembuatan akta dalam praktik notaris. Identifikasi pihak yang
tidak akurat, pengabaian verifikasi kewenangan, format akta yang tidak konsisten dengan ketentuan undang-undang, dan
pelanggaran prosedur penandatanganan dan pencatatan akta adalah contoh kesalahan administratif. Meskipun kesalahan-
kesalahan ini sering dianggap hanya sebagai masalah teknis, kesalahan tersebut dapat berdampak signifikan pada
kedudukan hukum dan validitas bukti akta di masa mendatang.

Sejumlah studi ilmiah mendukung fenomena hukum ini dengan menunjukkan bahwa akta notaris dapat menjadi dokumen
yang tidak bertanda tangan atau kehilangan nilai pembuktiannya sebagai akta otentik jika tidak dilaksanakan sesuai dengan
hukum. Menurut studi sebelumnya, akta notaris yang tidak memenuhi persyaratan formal berdasarkan UUJN dapat batal
secara hukum atau hanya tetap menjadi bukti yang tidak bertanda tangan yang akan merugikan para pihak dan
menciptakan ketidakpastian dalam hukum.[2]

Perlu disebutkan bahwa kesalahan administratif dapat membuat notaris menghadapi masalah hukum selain mempengaruhi
nilai pembuktian akta. Menurut sejumlah penelitian, notaris dapat menghadapi tanggung jawab perdata administratif atau
bahkan pidana jika kesalahan mereka terbukti merugikan orang lain atau melanggar UUJN. Hal ini menunjukkan bahwa
kesalahan administratif memiliki dampak nyata terhadap tugas dan peran notaris sebagai pelayan publik dan bukan hanya
masalah teknis.

Kejadian ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif hukum notaris dan praktik aktual, terutama dalam
hal penggunaan proses pembuatan akta. Sejumlah hal, termasuk beban kerja yang berat, keterbatasan waktu, atau
pengawasan yang tidak memadai dalam praktik notaris, dapat menyebabkan kesalahan administratif. Akibatnya, akta yang
seharusnya memberikan kepastian hukum kepada para pihak justru dapat menimbulkan perselisihan atau dilema hukum.[3]

Berdasarkan fenomena hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan administratif dalam
praktik notaris dan menyelidiki bagaimana kesalahan tersebut mempengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktian akta
notaris. Hasilnya, diharapkan artikel ini dapat membantu upaya penguatan kepastian hukum dan profesionalisme notaris
dalam praktik notaris di Indonesia.

Rumusan Masalah : Kesalahan administratif dalam pembuatan akta berakibat pada menurunnya kekuatan pembuktian dan
kepastian hukum bagi para pihak.

Pertanyaan Penelitian : Apakah kesalahan administratif dalam pembuatan akta notaris berakibat pada pembuktian dan
keabsahan akta?

  II. Metode  
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama
analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer yang
dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yang
dikaji dalam penelitian ini terdiri atas artikel-artikel ilmiah, jurnal dan buku-buku. 

Analisis peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan penafsiran sistematis untuk melihat hubungan antara Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dengan menggunakan Undang-Undang Jabatan Notaris.

  III. Hasil dan Pembahasan  

  A. Konsep Kesalahan Administratif dalam Pembuatan Akta Notaris  

Sesuai dengan Undang-Undang Notaris, notaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh negara yang telah diberi
wewenang khusus untuk membuat akta dan dokumen lain yang sah. Sebagai pegawai negeri, notaris bertindak sebagai
pelaksana wasiat para pihak dan sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian hukum dalam kasus
perdata. Oleh karena itu, setiap notaris harus bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan semua hukum yang
berlaku saat menjalankan tugasnya. 

Karena akta notaris merupakan bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian absolut, maka akta notaris memiliki tujuan
strategis sebagai dokumen hukum. Akta notaris memiliki posisi yang sangat kuat dalam hukum pembuktian perdata karena,
kecuali dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum, isinya dianggap benar. Karena otoritas ini, akta notaris dapat
digunakan sebagai alat utama dalam sejumlah tindakan hukum termasuk perjanjian, pembentukan badan hukum,
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pengalihan hak, dan tindakan hukum lainnya.

Kekuatan hukum akta notaris tidaklah mutlak. Pemenuhan semua persyaratan formal dan prosedural hukum sangat penting
untuk keaslian akta tersebut. Akibatnya, tanggung jawab notaris meluas melampaui sekadar mengkomunikasikan niat para
pihak hingga mencakup memastikan bahwa seluruh proses administrasi akta telah diselesaikan sesuai dengan hukum.

Jika akta notaris memenuhi syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jika
dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh hukum maka akta
tersebut dianggap sah. Klausul-klausul ini menjelaskan bahwa keabsahan suatu akta bergantung pada siapa yang
membuatnya dan bagaimana cara pembuatannya.[4]

Kewenangan notaris, format dokumen, proses pembuatannya, dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi semuanya
diperlukan untuk otentikasi suatu akta. Keaslian akta dapat hilang jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi. Oleh
karena itu, pertimbangan administratif sangat penting untuk gagasan tentang akta yang sah.

Dalam praktik notaris, isi perjanjian seringkali menjadi fokus utama, sedangkan detail administratif menjadi prioritas kedua.
Namun, secara hukum, faktor utama yang menentukan apakah suatu akta dapat dianggap otentik adalah detail
administratif.

Dalam praktik notaris, kesalahan administratif adalah setiap kekeliruan atau ketidakakuratan yang dilakukan oleh notaris
dalam mengikuti persyaratan formal dan prosedural yang diatur oleh hukum. Kesalahan-kesalahan ini memiliki konsekuensi
hukum yang besar meskipun bersifat teknis dan administratif. 

Berikut adalah ciri-ciri utama kesalahan administratif. Pertama, kesalahan tersebut tidak muncul dalam keinginan para
pihak, melainkan selama proses pembuatan akta. Kedua, kesalahan tersebut berdampak langsung pada kewajiban notaris
berdasarkan hukum sebagai pejabat publik. Ketiga, kesalahan tersebut dapat dikonfirmasi dengan meninjau akta secara
formal. Keempat, keaslian dan nilai pembuktian akta dapat terpengaruh oleh kesalahan tersebut.

Ketidaksesuaian antara praktik notaris dan standar hukum yang mengatur proses pembuatan akta ditunjukkan oleh
kesalahan administratif. Oleh karena itu, kesalahan administratif merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum
notaris, bukan sekadar kesalahan teknis.[5]

Dalam praktik notaris, kesalahan administratif dapat terjadi kapan saja selama persiapan akta. Mulai dari tahap pertama
yang melibatkan pengumpulan dan konfirmasi informasi para pihak hingga tahap terakhir yang melibatkan
penandatanganan dan pengajuan akta ke dalam notulen, kesalahan dapat terjadi.

Kesalahan administratif sering kali mencakup identifikasi pihak yang tidak akurat, seperti perbedaan nama, alamat, atau
data kependudukan lainnya jika dibandingkan dengan dokumen resmi. Kesalahan ini dapat menyebabkan perselisihan di
masa mendatang dan masalah hukum yang tidak jelas.

Kegagalan notaris untuk mengkonfirmasi kewenangan pihak-pihak yang bersangkutan untuk bertindak, terutama ketika
bertindak sebagai kuasa hukum, administrator badan hukum, atau perwakilan kepentingan tertentu, merupakan contoh lain
dari kesalahan administratif. Keabsahan akta tersebut dapat dipersoalkan jika notaris lalai untuk menjamin kewenangan
yang sah.

Kesalahan administratif yang dapat terjadi ketika struktur akta menyimpang dari persyaratan hukum meliputi pembukaan,
isi, atau penutup yang tidak lengkap, serta pengabaian saksi, tanggal, dan lokasi pembuatan akta. Melanggar aturan
membaca dan menandatangani akta di hadapan notaris juga merupakan kesalahan administratif serius lainnya.

Keabsahan akta notaris terkait erat dengan kesalahan administrasi. Validitas suatu akta bergantung pada persetujuan kedua
belah pihak dan terpenuhinya persyaratan formal untuk pembuatannya. Akta tersebut dapat kehilangan keasliannya jika
terjadi kesalahan administrasi.

Dalam praktik hukum, akta otentik dapat menjadi akta dibawah tangan jika mengandung kesalahan administratif. Dalam
beberapa kasus, akta tersebut bahkan dapat dianggap batal jika kesalahan administratif tersebut serius dan melanggar
ketentuan hukum yang mendasar.

Oleh karena itu, kesalahan administratif dapat mempengaruhi keabsahan dan kekuatan hukum akta notaris secara
keseluruhan, sehingga menjadikannya lebih dari sekadar masalah teknis.

Kesalahan administratif dan kesalahan substansial perlu dibedakan secara jelas. Contoh kesalahan substansial yang
berkaitan dengan isi atau substansi perjanjian meliputi cacat pada surat wasiat, pertentangan antara ketentuan akta dan
hukum, atau pelanggaran ketertiban umum dan moralitas. Niat para pihak lebih penting dalam jenis kesalahan ini.

Di sisi lain, kesalahan administratif berkaitan dengan kewajiban notaris untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta
sesuai dengan persyaratan hukum. Meskipun tidak berpengaruh pada isi perjanjian, kesalahan administratif dapat memiliki
konsekuensi hukum yang signifikan karena secara langsung mempengaruhi keaslian akta tersebut.

Apabila terjadi masalah dengan akta yang telah ditandatangani, perbedaan ini sangat penting dalam menentukan
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konsekuensi hukum dan tingkat pertanggungjawaban notaris.

Ketelitian administratif adalah contoh dari prinsip kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi oleh notaris saat menjalankan
tugasnya. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk teliti, cermat, dan profesional di seluruh proses pembuatan akta, mulai
dari peninjauan dokumen hingga pengajuan protokol notaris.

Karena akta notaris memiliki konsekuensi hukum jangka panjang, penggunaan uji tuntas administratif menjadi semakin
penting. Ketika sebuah akta dibuat, kesalahan administratif dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat
dan mengikis kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Uji tuntas administratif menjadi semakin penting karena akta
notaris memiliki implikasi hukum jangka panjang. Kesalahan administratif selama pembuatan akta dapat mengakibatkan
kerugian bagi semua pihak dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Oleh karena itu, agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan tujuan hukum seperti
menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang
konsep kesalahan administrasi.

  B. Bentuk dan Jenis Kesalahan Administratif dalam Praktik Kenotariatan  

Salah satu jenis pelanggaran yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik
yang diwajibkan oleh negara untuk membuat akta yang sah adalah kesalahan administratif dalam praktik notaris. Dalam
sistem hukum perdata Indonesia, notaris menjamin bahwa semua persyaratan formal dan prosedural untuk pembuatan akta
dipenuhi, di samping mencatat keinginan para pihak. Oleh karena itu, kegagalan notaris untuk melaksanakan kewajiban
negara dalam memberikan kepastian hukum melalui bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian penuh harus
ditafsirkan sebagai kesalahan administratif.[6]

Dari sudut pandang konseptual, kesalahan administratif dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara ketentuan
hukum yang mengatur prosedur, formulir, dan akta notaris dengan praktik pembuatan akta. Kesalahan ini terjadi selama
proses administratif dan sepenuhnya merupakan kesalahan notaris; kesalahan ini tidak berkaitan dengan niat para pihak.
Oleh karena itu, kesalahan administratif berbeda dari kesalahan substantif karena berfokus pada pemenuhan kewajiban
formal posisi notaris daripada isi atau tujuan perjanjian.

Identifikasi dan pencantuman data pihak dalam akta notaris merupakan kategori pertama kesalahan administratif. Setiap
akta harus mencantumkan identitas para pihak untuk mengidentifikasi secara pasti subjek hukum yang terikat oleh tindakan
hukum yang tercantum dalam akta tersebut. Pada kenyataannya, kesalahan administratif di bidang ini seringkali disebabkan
oleh ketidakakuratan notaris dalam mencocokkan informasi identitas dengan dokumen resmi seperti paspor, kartu identitas,
atau dokumen kependudukan lainnya. Identitas sebenarnya dari para pihak yang terikat oleh akta tersebut dapat
dipertanyakan jika nama, alamat, tanggal lahir, atau nomor identifikasi penduduk salah eja. Sengketa hukum dapat timbul
dari kesalahan identitas ini, terutama jika salah satu pihak membantah keterlibatannya atau jika pihak lain memiliki
identitas yang serupa. [7]

Verifikasi kapasitas dan kewenangan hukum para pihak merupakan subjek dari kategori kesalahan administratif berikut.
Seorang notaris harus memastikan bahwa semua pihak yang bertindak dalam akta notaris memiliki kewenangan dan
kapasitas hukum yang diperlukan. Ketika para pihak mewakili atau mengelola suatu badan hukum, kewajiban ini menjadi
lebih penting. Pada kenyataannya, kesalahan administratif sering terjadi ketika notaris lalai untuk sepenuhnya
mengkonfirmasi dasar kewenangan pihak yang bertindak, seperti surat kuasa yang telah kedaluwarsa, anggaran dasar
badan hukum yang telah diubah tetapi belum disesuaikan, atau putusan pengadilan yang tidak lagi dapat diberlakukan.
Selain bersifat administratif, kesalahan dalam verifikasi kewenangan ini juga mempengaruhi standar subjektif untuk
validitas perjanjian, yang dapat mengakibatkan pembatalan akta karena ditulis oleh pihak yang tidak berwenang.

Kesalahan administratif juga dapat dikelompokkan ke dalam aspek struktur dan format akta notaris. Undang-Undang
Notaris secara rinci mengatur struktur akta notaris, yang harus terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, masing-masing
dengan unsur-unsur wajib. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini sering terjadi dalam bentuk
pengabaian tanggal atau tempat akta, identifikasi saksi yang tidak lengkap, atau pengabaian informasi mengenai
pembacaan dan penandatanganan akta. Kesalahan struktural ini menunjukkan bahwa keaslian suatu akta ditentukan tidak
hanya oleh kehendak para pihak, tetapi juga oleh kepatuhan notaris terhadap bentuk hukum yang ditetapkan oleh undang-
undang. Jika struktur suatu akta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, akta tersebut berpotensi kehilangan keasliannya.[8]

Penerapan proses pembacaan dan penandatanganan akta merupakan subjek dari kategori kesalahan administratif berikut.
Proses ini, yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketentuan akta dipahami sepenuhnya dan diterima secara bebas,
merupakan komponen penting dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pada tahap ini,
kesalahan administratif dapat terjadi jika notaris tidak membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi, jika
penandatanganan tidak dilakukan secara bersamaan, atau jika salah satu pihak atau saksi tidak hadir saat akta
ditandatangani. Ketika proses ini dilanggar, akan tercipta cacat formal yang dapat melemahkan legitimasi akta dan memberi
para pihak kesempatan untuk kemudian menggugat nilai pembuktiannya.

Kesalahan administratif juga dapat terjadi dalam penanganan minuta risalah akta dan prosedur notaris, selain kesalahan
yang terjadi selama fase persiapan akta. Risalah akta adalah catatan asli yang disimpan sebagai bagian dari proses notaris
dan digunakan untuk membuat salinan akta. Pada kenyataannya, kesalahan administratif di bidang ini sering kali
disebabkan oleh kekurangan administrasi dalam sistem internal kantor notaris, seperti penyimpanan risalah yang tidak
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terdokumentasi atau dibandel dalam satu buku, ketidaksesuaian antara minuta risalah dan salinan akta, atau bahkan
hilangnya minuta risalah. Selain mempersulit penyajian bukti, kesalahan dalam manajemen prosedur notaris dapat
menyebabkan notaris dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kelalaiannya. [9]

Dalam praktik notaris, kesalahan administratif biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan individual.
Kelalaian administratif sering disebabkan oleh beban kerja notaris yang berat, kebutuhan untuk menyelesaikan akta dengan
cepat, dan tekanan dari berbagai pihak. Selain itu, ada kemungkinan lebih tinggi terjadinya kesalahan administratif karena
kualitas sumber daya manusia yang mendukung notaris, seperti staf administrasi yang kurang memahami hukum. Kesalahan
dalam proses pembuatan akta juga dapat disebabkan oleh pengawasan internal yang tidak memadai dan pengetahuan
hukum yang sudah ketinggalan zaman.[10]

Berbagai jenis dan kategori kesalahan administratif ini menunjukkan bahwa praktik notaris pada dasarnya didasarkan pada
pertimbangan administratif. Selain kemampuan mereka untuk menyusun perjanjian, profesionalisme seorang notaris dinilai
dari ketekunan dan kepatuhan mereka terhadap semua prosedur administratif yang diwajibkan secara hukum. Kesalahan
administratif dalam praktik notaris berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris, mempengaruhi
keabsahan perjanjian, dan mengurangi kekuatan pembuktian akta. Untuk menganalisis dampak hukum dari kesalahan
administratif pada akta notaris seperti yang akan dibahas dalam subbab berikutnya, pemahaman komprehensif tentang jenis
dan bentuk kesalahan administratif sangat penting.

  C. Dampak Kesalahan Administratif terhadap Keabsahan Akta Notaris  

Dalam hukum perdata, pemenuhan syarat-syarat yang sah dari suatu perjanjian yang meliputi persetujuan para pihak,
kemampuan mereka untuk membuat perjanjian, keberadaan objek tertentu, dan sebab yang sah menentukan keabsahan
perjanjian tersebut. Karena kesalahan administratif tidak berkaitan dengan kehendak bebas para pihak atau ketentuan
perjanjian, kesalahan tersebut biasanya tidak terkait dengan syarat-syarat ini. Oleh karena itu, perjanjian yang diuraikan
dalam akta notaris tidak selalu batal demi hukum atau tidak sah karena kesalahan administratif. [11]

Kesalahan administratif sebagian besar mempengaruhi aspek formal akta, terutama menyangkut keaslian akta notaris.
Karena akta notaris dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang dan memenuhi semua persyaratan bentuk
dan prosedur hukum, maka akta tersebut dianggap otentik. Akta tersebut kehilangan salah satu komponen keasliannya jika
kesalahan administratif mencegah salah satu persyaratan formal tersebut terpenuhi. Dalam kasus seperti itu, akta tersebut
hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta pribadi dan kehilangan statusnya sebagai akta yang otentik.[12]

Prosedur pembuktian pengadilan sangat terpengaruh ketika suatu akta diturunkan statusnya dari akta otentik menjadi akta
notaris. Selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum tertentu, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian
penuh terkait isinya. Akta notaris, di sisi lain, tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan kebenarannya dapat
dipersoalkan oleh para pihak. Oleh karena itu, tingkat kepastian hukum yang seharusnya diperoleh para pihak melalui akta
notaris berkurang akibat kesalahan administratif.[13]

Namun, berkurangnya nilai pembuktian suatu akta akibat kesalahan administrasi bukan berarti perjanjian tersebut tidak
lagi mengikat secara hukum antara para pihak. Perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan dan mengikat secara hukum
bagi para pihak selama secara substansial memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah. Alih-alih berfokus pada keberadaan
atau keabsahan perjanjian itu sendiri, kesalahan administrasi dalam konteks ini lebih baik dipahami sebagai masalah
kualitas bukti. Perlindungan hukum yang diberikan oleh akta notaris juga dijamin oleh kesalahan administrasi. Memberikan
kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak adalah salah satu tujuan utama akta notaris. Perlindungan hukum ini
kurang ideal ketika kesalahan administrasi menyebabkan akta kehilangan keasliannya. Pihak-pihak yang seharusnya
dilindungi oleh kekuatan pembuktian akta yang otentik justru menghadapi kemungkinan tantangan pembuktian di masa
mendatang. [14]

Salah satu kesalahan administratif yang paling sering terjadi adalah kesalahan saat memverifikasi dan mendokumentasikan
identitas para pihak. Karena hal itu menjamin kejelasan badan hukum yang melakukan tindakan hukum, identifikasi sangat
penting dalam akta notaris. Kesalahan ejaan nama, alamat, tanggal lahir, atau nomor identitas nasional yang tidak sesuai
dengan catatan resmi dapat mengakibatkan ambiguitas hukum. Pada kenyataannya, perbedaan informasi identitas sering
digunakan untuk menimbulkan keraguan tentang keabsahan akta dan mengurangi nilai pembuktiannya, terutama ketika
muncul perselisihan tentang siapa yang benar-benar terikat oleh kontrak tersebut. [15]

Selain kesalahan identitas, kesalahan administratif juga sering muncul ketika mengkonfirmasi kapasitas dan kewenangan
hukum para pihak. Selain mendokumentasikan identitas, notaris bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi bahwa para
pihak yang terlibat dalam akta tersebut memiliki kewenangan hukum yang sah. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat
akta jika notaris gagal mengkonfirmasi dasar kewenangan tersebut, seperti surat kuasa, anggaran dasar badan hukum, atau
putusan pengadilan. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengakibatkan cacat dalam keabsahan akta karena tidak hanya
mempengaruhi aspek formal tetapi juga persyaratan subjektif untuk keabsahan perjanjian.

Kesalahan administratif tidak hanya mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga kewajiban profesional notaris.
Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan penuh ketekunan, independen, dan imparsial sebagai
pelayan publik. Notaris dapat menghadapi konsekuensi etis dan administratif, termasuk potensi sanksi sesuai dengan
persyaratan hukum dan kode etik profesi, jika kesalahan administratif mengurangi kekuatan bukti akta. Hal ini
menunjukkan bahwa kesalahan administratif mempengaruhi akuntabilitas kantor notaris, di samping masalah teknis. [16]
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Konsekuensi utama dari kesalahan administratif adalah penurunan status hukum akta. Jika akta notaris tidak disiapkan
sesuai dengan ketentuan formal, akta tersebut dapat menjadi hanya akta dibawah tangan dan kehilangan keasliannya.
Dalam hal ini, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, bukan kekuatan
pembuktian penuh.[17]

Penting untuk ditekankan bahwa kesalahan yang berkaitan dengan pokok hukum atau kewenangan para pihak harus
dipisahkan secara jelas dari dampak kesalahan administratif. Kesalahan yang berkaitan dengan pokok hukum atau
kewenangan mempengaruhi persyaratan subjektif untuk keabsahan perjanjian dan memiliki implikasi terhadap keabsahan
perjanjian itu sendiri, sedangkan kesalahan administratif hanya mempengaruhi aspek formal dan kekuatan pembuktian akta
tersebut. Analisis hukum atas akta notaris dapat dilakukan secara tepat dan proporsional dengan pembedaan yang jelas ini. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesalahan administratif yang terjadi saat menyiapkan akta notaris mengurangi
keaslian dan nilai pembuktian akta tersebut, bukan membuatnya tidak sah. Akta yang dulunya merupakan akta otentik dapat
menjadi akta dibawah tangan, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Untuk memaksimalkan penerapan
prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam praktik notaris, notaris dan pihak-pihak yang terlibat harus memiliki
pemahaman yang lengkap tentang konsekuensi dari kesalahan administratif ini. 

  IV. Simpulan  
Selama persyaratan subjektif dan objektif dari perjanjian terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa kesalahan administratif dalam
pembuatan akta notaris secara teori tidak langsung mempengaruhi keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Namun, kekuatan pembuktian akta notaris secara langsung dipengaruhi oleh kesalahan administratif yang berkaitan dengan
pemenuhan persyaratan formal dan prosedural untuk pembuatannya. Jika suatu akta tidak memenuhi persyaratan
administratif yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan, akta tersebut dapat diturunkan statusnya menjadi akta
dibawah tangan dari status aslinya sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena kebenarannya
dapat dipersoalkan dan bukti lebih lanjut diperlukan di pengadilan, akta tersebut tidak lagi menawarkan tingkat kepastian
hukum tertinggi kepada para pihak. Oleh karena itu, kesalahan administratif bukan hanya masalah teknis, tetapi juga
mempengaruhi tingkat perlindungan hukum akta notaris dan kualitas kekuatan pembuktiannya.
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